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JUDUL : EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN HAK 
ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA PERATLTRAN PEMERINTAH NOMOR: 24 
TAHUN 1997 DI KABUPATEN SRAGEN 

Penelitian ini bertujuan uutuk: (1) mendeskripsikan Eksistensi Kepala Desa dalam pelaksanaan 
peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sragen; (2) mendeskripsikan faktor-faktor penghambat 
pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sragen; 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Peneliti 
bermaksud menggambarkan fenornena yang menjadi pokok permasalahan dan akan 
mengekspresikan berbagai aspek yang terkait sebagai upaya pengembangan hukum proses 
peralihan hak atas tanah, Eksistensi atau keberadaan Kepala Desa dalam ha1 tersebut 
khususnya di Kabupaten Sragen. 
Teknik pengwnpulan data disesuaikan dengan jenisnya, yakni: (1) data primer dikumpulkan 
melalui wawancara, clan (2) data sekunder d i k u m p h  melalui studi pustaka. 
Adapun pengolahan data digunakan metode trianggulasi (trianggdation), pengecekan sejawat, 
dan referensi yang memadai. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu 
data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk 
menjelaskan masalah yang diteliti. 
Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Kepala Desa di Kabupaten Sragen merasa berhak 
menangani proses peralihan hak atas tanah seperti sebelum Perahran Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 diberlakukan dan beranggapan proses peralihan hak atas tanah merupakan salah 
satu sumber yang dapat digali sebagai pendapatan desa. (2) Hambatan dalam peralihan hak 
atas tanah kendala, yakni: (a) Rendahnya pemahaman masyarakat untuk mendaftarkan 
peralihan haknya (b) Ada anggapan bahwa mtuk memproses peralihan hak atas tanah 
memerlukan biaya tinggi;. (c) Ada anggapan bahwa Kepala Desa merasa berhak untuk 
menangani peralihan hak atas tanah (d) Pengetahuan K@a Desa terhadap Peraturan 
Perundang-undangan dalam bidang Pertanahan sangat minim; (e) Masyarakat menganggap 
bahwa segala urusan dapat diserabkan kepada Kepala Desa termasuk dalarn ha1 peralihan hak 
atas tanah; ( f )  Sikap arogansi aparat pemerintahan desa yang sering menghambat masyarakat 
dalam memproses peralihan hak atas tanah. B e r k k a n  kesimpulan di atas, disarankan: (1) 
Kepala Desa diharapkan tetap konsisten melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, wewenang 
dan kewajibannya, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Perlu 
adanya sosialisasi secara periodik bagi warga masyarakat dan kepala Desa dari pihak Badan 
Pertanahan Nasional; (3) Upaya-upaya lain yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat 
untuk memproses peralihan hak atas tanah sesuai dengan amanat peraturan perundang- 
undangan yang berlaku sehingga marnpu terjamin kepastian hukum atas kepemilikan 
tanahnya;(4) Perlu dlkntuk adanya Forum komunikasi oleh BPN, bersinergi dengan pihak-pihak 
terkait (PPAT, PPAT Sementara, Carnat clan Kepala Desa, dan perwakilan warga masyarakat); (5) 
perlu upaya mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan pextanahan yang berhubungan dengan 
eksistensi Kepala Desa memerlukan strategi tqadu  peningkatan kerjasama antar instansi. 

Kata Kunci : Kepala Desa, Peralihan hak atas tanah, Pendaftaran Tanah 

xi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran amat 

penting karena tanah diperlukan bagi manusia mtuk berbagai macam 

kepentingan kehidupan seperti untuk tempat tinggal, bertani, berusaha dau lain 

sebagainya Disarnping itu, tanah juga mendukung berbagai vegetasi alam 

terutama hutan, yang hasilnya sangat berguna bagi manusia dan hewan. 

Kemudian selain itu tanah juga mengandmg bahan tambang yang benrpa 

mined, minyak bumi dan sebagainya yang semuanya itu dibutuhkan manusia. 

Kebijaksauaan pembangunan bidang pertanahan di Indonesia pada intinya 

bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal33 ayat (3) yang 

berbunyi " Bumi, Air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara clan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat". Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

pokok Agrana adalah undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok di 

bidang agraria yang merupakan landasan bag- usaha pembaharuan hukum 

agraria guna dapat diharapkan memberikau jaminan kepastian hukurn bagi 

masyarakat dalam memimfaatkau fungi bumi, air, dan m g  angkasa serta 

kekayaan alam yang terkaudung didalamnya 

Hukum Agraria yang ada setelah lahirnya UUPA disebut Hukum 

Agraria Baru. Kelemahau dari Hukum Agraria lama bersifat dualistis artinya 

pada saat yang sama berlaku dua sistem hukum yang berbeda, sehingga 



terdapat tanah-tanah yaug tunduk pada Hukum Barslt yang dapat d h k k n  

hampir semuanya belum medniliki sertiaat tanah. Oleh sebab itu setelah 

UUPA lahi. salah satu tujuan ymg hendak dicapai adalah menuju kepastiau 

hukum hak atas tanah dengan cara diselenggarkaan kegiatan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Negara Republik lndonesia' 

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan 38 

UUPA ymg selanjutnya diatur dalam Peratwan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1962 tentang Pendaftman Tanah, dalam perkembangan selaajutnya pada 

tanggal 8 Juli 1997 dirubah dengsm Perahran Pemerintah Nomor 24 Tahun 

Pasal 19 ayat (1) UUPA ditujukan kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendafbrau tanah untuk pertama kalinya (secara sistematik) 

di seluruh whyah Republik Indonesia Sedangkan Pasal23, pasal32, d m  Pasal 

38 UUPA ditujukan kepada pemegaug hak atas tanah yaug meliputi Hak Mi& 

Hak Guna Usaha daa Hatr Guna Bangunan wajib men- hak atas 

tanahnya apabila terjadi peralihan, hapusnya daa pembebanannya sebagai tugas 

pemeliharaan terhadap data yuridis maupun data fisik sertifikat ta~~ah.~  

Kewajiban mendaflarkan tanah sebagaimana ysmg diatur dalam Pasal- 

pasal tersebut dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena pemegang 

hak enggan mendaftarkan hak atas tanahnya dengan mengemukakan berbagai 

alasan dan sampai dengan saat ini belum d i k e n h  tindakan sanksi bagi para 

' Heny Iswanto, "Peran Kepala Desa dalam Menunjang Tercapainya Kepastian Hukum Hak Atar Tanah 
di bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejon, Mimbar Hukum, Volume XXV, no.1, Juni 
2007, hlm. 67 

Ibid 
Ali Ahmad Chonuah, "Hukum Pertanahan", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.125 



pelanggamya Mereka baru tmgerak hatinya untuk mendafhkan hak atas 

tanahnya bila merasa ada kepentingan atau ada manfaat secara ekonomis. 

Ketentuan itu ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

p e n d h a n  tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang 

menghendaki adanya kepastian mengenai: 

1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guns bangunan, 

hak pakai, atau hak pengelolaan. 

2. Siapa yang mempunyai tanahnya; ha1 ini penting sekali karena 

perbuatan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah 

sah jika dilakukan oleh pemegang haknya 

3. Tanah yang rlimiliki letak, luas, batas-batamya, ha1 ini sangat penting 

untuk pencegahan sengketa. 

4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut, supaya lebih mudah 

mengetahui wewenang-wewenang apa saja, seata kewajibannya 

pemegang hak atas tanal~.~ 

Salah satu sebab adanya kasus-kasus tanah pada umumnya terjadi 

karena masyarakat kurang mengetahui dan memahami peraturn-peraturan 

yang berlaku. Bertitik tolak dari permasalahan-pennasalahan yang timbul 

dibidang pertanahan, maka dapat dinyatakan bahwa permasalahan tanah 

persoalan tersebut, kiranya permasalahan-pennasalahan yang merupakan 

titik awal dari adanya sengketa adalah menyangkut status tanah. Dalam hal 

Bachtiar Efendie, "Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah ", Bandung, Alumni, 1993, hlm80 



ini tanah menymgkut keabsahan status dan tanda batas atas tanah yang 

dimiliki /dikuasai/dipunyai seseorang. Oleh karena itu hubungan hukum 

antara seseorang dengan tanah dapat d i m u n ~  beberapa hal, misalnya 

karena jual beli, hibah, warisan, dm sebagainya. 

Pemindahau atau peralihan hak atas tanah menyebabkan hak atas 

tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Jadi, pemindahan hak 

adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakdcau dengan tujuan agar hak 

atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima 

pengalihau PeraIihan hak milik atas tanah %at terjadi melalui suatu 

perbuatan hukum yang meliputi jual beli, hibah, tukar-menukar, pemisahan 

dan pembagian harta bemadwarisan, dan pemasukau hartat pokok ke 

dalam perseroan terbatas (FT). 

Beralihnya hak atas tanah karena dialihkaa, pemindahan hak 

tersebut hams dibuktikan dengan akta yang akan dibuat oleh dan dihadapan 

Pejabat Pernbuat Akta Tanah @'PAT). Selain itu harm d i e b a n  ke 

Kantor Pertanahan KabupatenIKota seternpat untuk dicatat dalam buku 

tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah 

yang lama kepada pemilik tanah yang baru. 

Tujuan dari pendaflaran itu sendiri adalah untuk menjamin 

kepastian hukum baik objek maupun subjek dari pea-aljhan hak tersebut. 

Oleh karenanya maka setiap peralihan hak atau perbuatan yang bermaksud 

mengalihkan hak selain wajib didaftarkan, maka aktanya juga harus dibuat 

oleh Pejabat ymg ditunjuk. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 

196 1 menentukan bahwa: "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 



hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru, menggadaikau tanah atau 

meminjam uimg dengau hak atas tanah sebagai tanggungan hams 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan ddmkipan Pejabat yang 

dibentuk oleh Menteri Agmia (selanjutnya dalam peratman ini disebut: 

Pejabat) Akta tersebut bentuknya ditetapkau oleh Menteri ~ g r a r i a ~ ' . ~  

Pejabat yang dimaksud dalam p a d  tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Jadi dalam peralihan hak atas tanah, baik yang diatur oleh 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 maupun Peraturan Pemerintah No. 

10 tahun 1%1, keduanya menyatakan bahwa PPAT juga berperan dalam 

membuat akta yang menjadi dasar peralihau hak atas tanah. Pada dasarnya 

setkip hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan oleh pemdiknya 

Perbuatan peralihan tersebut antara lain dapat karena jual beli, hibah, tukar 

menukm, pemasukan dalam peausahaan (inbreng), pembagian hak bersama, 

serta pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik. 

Peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli, turun waris 

dan Pembagian Hak Bersama merupakan ha1 yang biasa terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut 

peraturan perundang-udangan yang berlaku peralihan hak atas tanah 

yang sah adalah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

yang berkedudukan di wilayah KabupatenKota setempat. 

5 Effendi Perangin, S.H, 1991, "Hukum Agraria Indonesia Suatlr Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum", Jakarta : CV. Rajawali, hlm 1. 



Kepala Desa sebagai bagian dari Aparat Pemerintah pada 

tingkatan yang paling bawah memiliki peran yang penting dalam ikut 

menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah. Sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 juncto Peratman 

Pemerintah No. 24 tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas 

strategis yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah 

yaitu6: 

a Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu 

pelaksanan pendafhm tanah. (diatur Pasal 8 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) 

b. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang 

menguatkan sebagai bukti hak. (Pasal 39 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) 

c. Untuk daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat 

kedudukan kantor pertanahan, surat keterdngan kepala kantor 

Pendafiaran Tanah dapat digauti oleh surat pernyataan 

Kepala Desa (Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997) 

d. Di dalam pendaftarm tanah karena pewarisan, Kepala Desa 

berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat 

bukti hak sebagai ahli waris (Pasal 39 ayat 1 Peratwan 

Pemerintah Nomor 24 Tahm 1997) 

6 Herry Iswanto, Op.Cit.hlm.68 



e. Untuk desadesa dalam wilayah yang terpencil BPN dapat 

menunjuk Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta 

SementadPPATS (Pasal 7 ayat 2 Peratman Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997). 

Kepala Desa mempunyai peranan dan kedudukan yang penting 

dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalamya 

tata urusan pemerintaban yang ada di desa. Seorang kepala Desa 

merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas 

jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. 

Disamping menjalaukan urusan pemerintahan, Kepala Desa juga 

mernpunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan bidang 

kemasyarakatan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta 

membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong myong 

masyarakat. Tugas dan kewajiban seorang kepala desa mempunyai 

lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat banyak mempercayakan 

berbagai p e n g u m  kepada Kepala Desa terrnasuk melakukan 

termasuk untuk melakukan peralihan hak atas tanah. 

Sebelum UUPA diberlakukan transaksi atau proses peralihan 

hak atas tauah cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa dan hal tersebut 

dianggap sah, karena pada waktu itu tanggung jawab Kepala desa 

meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, bidang kemasyarakatan 

termasuk menangani masalah pertanahan. Setelah berlaku UUPA, 



kewenangan Kepala Desa dibatasi haaya meliputi 5 (lima) hal tersebut 

khusus dalam urusan tanah, seperti yang diatur dalam Pasal8 dan Pasal 

39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Di Kabupaten Sragen masih banyak yang mempercayakan proses 

peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Kepala Desa, baik untuk 

tanah yang belum bersertifikat (masih Letter C/D) maupun yang sudah 

bersertifikat. Oleh Kepala desa kemudian dibuatlm swat perjanjian atau 

sering dikenal dengan istilah "Ugeraa" desa sebagai bukti telah ada 

peralihan hak dari subyek yang satu kepada subyek yang lain. Prosedur 

atau mekanisme yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan dengan 

cara yang sangat sedehm yaitu di'buatkannya perjanjian jual beli di 

atas kertas segel atau bermeterai cukup, disaksikan oleh para abli waris 

permlik tanah, tokoh masyarakat dan diketahui oleh kepala desa. Dalam 

prakteknya proses peralihan hak atas tanah tersebut tidak diproses lebih 

lanjut ke Kantor Pertanahan setempat. Hal ini tqadi karena 

ketidaktahuan masyarakata desa di wilayah Kabupaten Sragen bahwa 

peralihan Hak atas tanah harus diikuti dengan Pendaftaran Tanah di 

Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifit  Tanah sebagai alat 

bukti yang sempurna. 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang P e n d a b  Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak 

atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat 

umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 



diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat 

dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh perrduran perundang-undangan yang berlaku. 

Eksistensi Kepala Desa menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut 

dalam proses peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sragen dalam 

konteks menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat atas jxralihan hak atas tanah yang dilakukan, sehingga 

dalam tesis ini akan dibahas tentang "EKSISTENSI KEPALA DESA 

DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SET33LAH 

BEKAKUNYA PERATLJRAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 

1997 DI KABUPATEN SRAGW. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka pennasalahan yanga akan diteliti 

adalak 

1. Bagaimana Eksistensi Kepala Desa dalam Peralihan Hak 

atas tanah di Kabupaten Sragen setelah berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang sering muncul 

dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah oleh 

masyarakat di Kabupaten Sragen? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Eksistensi Kepala Desa dalarn Peralihan 

Hak atas tanah di Kabupaten Sragen setelah berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering muncul 

dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah 

D. ManfaatJKegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan 

bahan masukan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam 

bidang Hukum Agraria mengenai Eksistensi Kepala Desa 

dalam Peralihan Hak atas tanah setelah berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

2. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang berguna bagi berbagai pihak terkait berkenaan 

dengan proses peralihan hak atas tanah. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian menggabungkan metode pendekatan 

rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme 

memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan 



empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian 

untuk memastikan suatu kebenaran. 

1. Metode padekatan 

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. 

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundang-uudangan takait dengan peralihan hak 

atas tanah &n peratman tentang kewenangan kepala desa. 

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk 

menganalisis h u h  yang dilihat sebagai perilaku 

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang 

selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, 

maka hasil penelitian ini nantinya akan basifat deskriptif 

analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau 

mengungkapkan peranan kepala desa dalam peralihan hak 

atas tanah. Hal tersebut kernudian dibahas dianalisis menurut 

ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendjri, dan 

terakhir menyimpulkannya. 

3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat 

digolongkan menjadi dua antara lain, 



a. Data Primer, berupa data yang langsung didapat &lam 

penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari 

wawancara secara mendalam (depth interviav) 

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi 

data primer, yaitu berupa: 

1) Bahan hukum Primer, yang merupakan bahan-bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu 

praturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pertanahan. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

mernbantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu: 

- Buku-buku ilmiah 

- Makalah-makalah 

- Hasil-hasil penelitian 

4. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang 

terkait dalam proses peralihan hak atas tanah di Kabupaten 

Sragen. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam 

penelitian ini maka tidak semua populasi aka.  diteliti secara 

keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi 

secara purposive sampling. 



Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, 

waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam 

jumlah besar. Dengau metode ini peazgambilan sampel 

ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada 

persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciriciri, 

sifat-sifat atau kamkteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri 

utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik 

populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi 

pendahulm7 Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai 

sampel penelitian yaitu: 

a) Ke~matan Gemolong 

b) Kecamatan Kalijambe 

c) Kecamatan Sumberlawang 

d) Kecamatan Plupuh 

(Alasan pemilrhan wilayah kecamatan (area) sampel 

tersebut di atas yaitu bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan 

daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota pemerintahan daerah 

Kabupaten Sragen sehingga dimun- kurangnya sosialisasi 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metorde Penelitian Hukum, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1985, hlml% 



tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan khususnya 

di bidang peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah kepada 

masyarakat setempat) 

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah: 

a) 8 orang Kepala Desa, dengan pertanyaan sebagai 

berikut: 

- Dalam rangka peralihan hak atas tanah (jual beli 

dan hibah) khusunya di kabupaten sragen apa 

sajakah yang menjadi kewenangan kepala desa? 

- Diatur dimanakah kewenangan kepala desa 

tersebut? 

- Bagaimana peran kepala desa dalam peralihan hak 

tersebut? 

- Apakah saat ini masih banyak warga masyarakat 

yang datang kepada Anda dalam rangka peralihan 

hak atas tanah? 

- Apabila ada warga masyarakat yang datang 

kepada Kepala Desa untuk memperalihkan hak 

atas tanah apa yang akan Anda lakukan? 

b) 20 orang warga masyarakat dari 4 (empat) kecamatan 

tersebut, dengan pertanyaan yang akan diajukan sebagai 

berikut: 



- Apakah pernah meminta ban- Kepala Desa 

dalam rangka memproses peralihan hak atas 

tanah? 

- Bagaimana prosedumya apabila Anda meminta 

bantuan Kepala Desa dalam memproses peralihan 

hak atas tanah? 

- Apakah ada biaya-biaya tertentu yang dipungut 

oleh Kepala Desa apabila Anda meminta bantuan 

Kepala Desa dalam memproses peralihan hak 

atas tanah? 

- Apakah menurut pendapat Anda, saat ini perlu 

memproses peralihan hak atas tanah melalui 

Kepala Desa? 

- Apa madhat yang diperoleh bila Anda 

memproses peralihan hak atas tanah melalui 

Kepala Desa? 

c) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, adapun 

uraian pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai 

berikut: 

- Bagaimana komentar Bapak Kepala Kantor 

Pertanahan mengenai adanya warga masyarakat 

yang memproses peralihan hak atas tanah melalui 

Kepala Desa? 



- Bagaimana seharusnya Kepala Desa mensikapi 

apabila ada warga masyarakat yang datang dalam 

rangka proses peralihan hak atas tanah?? 

- Setujukah Bapak dengan adanya pungutan uang 

pologoro dan ugeran desa dalam setiap peralihan 

hak atas tanah yang dipungut oleh Kepala Desa? 

- Bagaimana cam memberikan kesadaran hukum 

bagi warga masyarakat mengenai keberadaan 

kepala desa dalam peralihan hak atas tanah 

setelah berlakunya PP 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah? 

- Bagaimana cara memberikan kesadaran hukurn 

bagi warga masyarakat mengenai keberadaan 

kepala desa dalam peralihan hak atas tanah 

setelah berlakunya Peraturan Pemeriutah Nomor 

24 Tahun 1W tentang Pendaftaran tanah? 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis kualitataif. Dari data yang dikumpulkan 

secara lengkap dan telah di cek keabsahannya serta 

dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah: 



1) Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh dilapangan 

dituliddiketik dalam bentuk uraian atau laporan yang 

terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-ha1 yang pokok, difokuskan pada hal-ha1 yang 

pentin& dicari tema clan polanya. 

2) Mengarnbil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang 

telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk 

mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, 

p e r s a .  hal-ha1 yang sering timbul dan kemudian 

disimpulkau. 

Tesis ini akan dibagi dalam 5 (lirna) Bab. Pembagian tesis ke dalam 

bab dan sub bab adalah agar memudahkan dalam menjelaskan dan 

menguraikan setiap pennasalahan dengau baik. 

Bab I : Bab pendahuluan berisikan antara lain, latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab I1 : Bab ini akan disajikan landasan teori tentang 

Tinjauan Umum tentang Kepala Desa. 

Bab 111: Bab ini akan disajikan landasan teori tentang 

Tinjauan Umum tentang Peralihan Hak atas 

Tanah, clan Tinjauan Umum tentang P e n d a k  

Tanah 



Bab IV: Pembahasan dan analisis dalam bab ini akan 

diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan pembahasannya. 

Bab IV: Penutup, yang memuat kesimpulan serta saran dari 

hasil penelitian ini, yang kemudian dialhiri 

dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan 

hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang 

dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil 

penelitian. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DESA 

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di 

Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia 

secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok 

masyarakat yang disebut dengan desa. 

Dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal &lam tata 

pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah 

dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Menurut Sri Sudaryatmi, dkk, "desa" adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memililci kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- 

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di daerah ICabupaten8 

Menurut Bintarto R, pengertian desa adalah sebagai berikut : 

Pengertian dew adalah suatu perwujudan geografi yang ditirnbulkan oleh 

unsur sosial, politis, dan kultural yang ter&pat disitu dalam hubungan dan 

pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.9 

8 Sri Sudaryattni, etal., "Bekrapa Asp& Hukum Adat", (Semarang: Badan Penerbit Undip: 2000), hlm. 22 

9 Bintarto R, "Buku Penuntun Geografi Sasial", (Yogyakarta, UP. Spring: 1%9), hlm. 95. 



Pengertian Pemerintahan Desa sendiri, menurut Momon Soetisna 

Sendjaja dan Sjachran Basan, yaitu : "Pemerintahan Desa adalah kegiatan 

dalam rangka menyelenggarakm pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah ~esa."" Dalam Peratman Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa: Pasal 1 angka 5 Desa atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik ~ndonesia. ' ' 

Pasal 1 angka 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawamtan Desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat be-kan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 7: 

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa 

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari 

pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan 

juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia 

10 Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basan, "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan 

Desd', (Bandung, Alumni: 1983), hlm 90. 

l l h t t p / / w w w . i d . ~ e d i a . ~ g / ~ d e s a ,  diakses tanggal 16 Maret 2012 



merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada 

di desa. 

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda 

pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan 

yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala 

Desa juga merniliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah 

mendapat persetujuan bersama BPD .I2 

Peraturan Pemerintaha Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14 

mengatur tentang Tugas, Wewemug, dan Kewajiban Kepala Desa. Tugas 

Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyamkatan. Sedangkan dalam ayat (2) Pasal 14 ditegaskan bahwa 

Kepala Desa mempunyai wewenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peratwan desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 



e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.. 

h. Mewakili desanya di dalam clan di l w  pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 14, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban: 

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempe- dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

4) Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

Kolusi, Korupsi dm Nepotisme. 

6) Menjalin hubungan ke rja dengan seluruh rnitra kerja pemerintahan desa. 

7) Mentaati dan menegakkan seluruh peratwan perundang-undangan. 



8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa. 

10) Melaksanakan urusan yang menj adi kewenangan desa. 

1 1) Men- perselisihan masyarakat di desa. 

12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13) Membina, mengayomo dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan 

adat istiadat. 

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarjkan lingkungan 

hidup.(Pasal15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005)" 

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, 

Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan 

di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat 

serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong 

masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan 

bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa amatlah berat. Mengingat 

tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya terutama dalam ha1 menjalankan serta meningkatkan 

pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang 

lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi 



dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain 

yang terkait. 

Ada beberapa larangan yang tidak boleh di lakukan Kepala Desa, 

yaitu: 

Menjadi pengurus partai politik. 

Merangkap jabatan sebagai Ketua dadatau Anggota BPD dm 

lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan. 

Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD. 

Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, 

dan pemilihan kepala daerah. 

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan 

masyarakat lain. 

Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang 

danlatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

atau tindakan yang akan dilakukannya. 

Menyalahgunakan wewenang dan 

Melanggar sumpahljanji j abatan. (pasal 16 Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 tahun 2005)14 



Kepala Desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa maka 

seorang Kepala Desa hams mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau 

bekerja sama dengan para perangkat desa. Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan 

pemerintah daerah. Penyelenggaraan unrsan p e m e ~ t a h  daerah yang 

diseenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Sumber 

pendapatan desa terdiri atas: 

- Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, 

hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa) 

hasil swadaya dan gotong royong. 

- Bagi hasil pjak daerah kabupatenlkota 

- Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 

- Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah propinsi dan 

pemerintah kabupatenlkota da1a.m rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan. 

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak menght. 

- Pinjaman ~ e s a . ' ~  

Kepala Desa sebagai bagian dari Aparat Pemerintah pada tingkatan 

yang paling bawah memiliki peran yang penting &lam ikut menunjang 

tercapainya kepastian hukum hak atas tanah. Sebagairnana diatur dalam 



Peratwan Pemerintah No. 10 tahun 1961 juncto Pemturan Pemerintah No. 24 

tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis yaug membantu 

pelaksanaan penyelenggm pendaftam tanah yaitu'6: 

a. Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksanan 

pendaftaran tanah. (diatur Pasal8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997) 

b. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai 

bukti hak. (Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997) 

c. Untuk daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan kantor 

pertanahan, surat keterangan kepala kantor P e n d e a n  Tanah dapat 

diganti oleh surat pernyataan Kepala Desa (Pasal 39 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 

d. Di dalam pendaftaran tanah karena pewarisan, Kepala Desa berhak 

membuat surat keterangan yang mernbenarkan surat bukti hak sebagai 

ahli waris (Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997). 

e. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil BPN dapat menunjuk 

Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta SemenWPATS (Pasal 7 

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 

l6 Herry Iswanto, Loc. Cit 

1 



Kepala Desa mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalarn 

Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan 

pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala Desa merupakan 

penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jamb atas jalannya roda 

pemerintahan dan pembanguuan di wilayahnya. Disamping menjalankan 

urusan pemerintahan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu 

menyelenggarakan urusan bidang kemasyarakatan, membina ketentrarnan 

dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa clan 

semangat gotong royong masyarakat. Tugas dan kewaji'ban seorang kepala 

desa mempunyai lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat banyak 

mempercayakan berbagai pengurusan kepada Kepala Desa termasuk 

melakukan termasuk untuk melakukan peralihan hak atas tanah. 

Sebelum UUPA diirlakukan memang transaksi atau proses 

peralihan hak atas tanah cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa dan ha1 

tersebut dianggap sah, karena pada waktu itu tanggung jawab Kepala desa 

meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, bidang kemasyarakatan 

termasuk menangani masalah pertanahan. Setelah berlaku UUPA, 

kewenangan Kepala Desa dibatasi hanya meliputi 5 (lima) ha1 tersebut 

khusus dalam urusan tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 39 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 



BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH 
DAN PENDAFTARAN TANAE 

A. Tinjauan tentang Peralihan Hak atas tanah 

Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya 

untuk memindahkan h a .  atas tanah kepada pihak lain (penerirna ha.). Peralihan hak atas 

tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu 

perninclahan hak" Yang dimaksud dengan ' 'Peralh Hak" karena pewarisan tanpa 

wasiat adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena seseorang yang mempunyai 

salah satu hak meninggal dunia rnaka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli 

warisnya. Berbeda dengan perbuatan pemindahan hak dimana peralihan hak dilakukan 

dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi 

hak phak lain" 

Perbuatan hukum peraliban hak untuk memindahkan hak atas tanah yang dimiliki 

kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara; 

a. Jual Beli 

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) menyatakan 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dm pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

" Harsono, Boedi, Op.Cit, hlm 333 
l8 Perangin, Op.Cit., hlm 6 



Pengertian jual beli yang bersifat umum dapat diartikan suatu perbuatan 

dirnana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang 

dikehendaki secara sukarela. Jual beli disini terjadi dalam kehidupan sehari- 

hari dirnana jual beli tadi terjadi dari tangan ketangan, yaitu jual beli yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi tidak 

perlu terjadi di hadapan pejabat, cukup dilakukan dengan lisan. Hal ini 

tentunya tidak termasuk di dalam jual beli, benda-benda tertentu terutama 

mengenai obyek benda-benda tidak bergerak yang pada umumnya 

memerlukan suatu akta jual beli yang resmi. 

Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dirnana pihak 

penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada 

saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun 

sepamh dari harga yang telah ditentukan). Jual beli menurut hukum adat 

dilakukan dimuka kepala adat yang bertindak sebagai saksi dan menjamin jual 

beli sah.19 

Menurut Van Dijk bahwa jual beli tanah menurut hukum adat adalah 

perpindahan tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah llang 

yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh 

hak rnilik penuh atas tanah tersebut. Pembayaran secara tunai clan kontan ini 

dilakukan di hadapan Kepala Desa sebagai saksi atas sahnya transaksi jual 

beli terseb~t.~' 

l9 Bachtiar Effendi, "Kumpulan hrlisan Hukun Tanah", Alumni, Bandung, 1982, b.30 
20 Van Dijk, ditejemahkan oleh A.Soehadi, "Pengantar Hukum Adat Indonesia", Sumur, Bandung, 1979, hlm 66 



Perjanjian dalam hukurn adat tidak sama pengertiannya dengan perjanjian 

dalam Hukum Barat, atau h u b  perjanjian menurut perundang-undangan 

sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Perbedaaan tersebut disebabkan 

latar belakang alam pikiran kebudayaan masyarakat yang melahirkan hukurn 

itu berbeda. Sebagaimana dikatakan Von Savigny, "Das Recht wird nich 

gemacht, es ist und wird mit dem Volke" (hukum itu bukan dibuat tetapi ia 

adalah bersama rna~~arakztt).~ 

b. Pemasukan dalam Perusahaan (inbreng) 

c. TukarMenukar 

Pasal 1541 KUH Perdata menyatakan bahwa tukar menukar adalah suatu 

perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling 

memberikan suatu barnag secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu 

barang lain. 

d. Hibah 

Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian 

dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan 

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna 

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu 

e. Hibah Wasiat 

21 Von Savigny, FC., "System des heutigen ramischen Rechts", Jilid 1,1840, hlm 14, &tip dari Hilman Hadikusuma, 
"Hukum Perjanjim Adat", Citra Aditya Bbakti, Baadun& 1990, hlm 3 



Hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi 

itu masih hidup tetapi pelaksanaannya setelah yang memberi itu meninggal 

duniaZ2 

UUPA mengatur peralihan hak atas tanah yaitu dengan ketent~an~~: 

Pasal 20 ayat (1) , Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain. 

Pasal 28 ayat (3) , Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 

p i .  lain. 

Pasal 35 ayat (3) , Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. 

Pasal43, berisi tentang: 

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka 

Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada Pihak lain dengan ijin pejabat 

yang berwenang. 

(2) Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain 

jika ha1 itu dimun- dalam perjanjian yang bersangkutau 

Lebih jauh untuk melaksanakan ketentuan UUPA mengenai peralihan hak atas 

tanah Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 yang mengatur tentang peralihan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai atas Tanah. 

K.Wantjik Saleb, Hak Atas Tanah, cet 5, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm 35 
23 Urip Santoso7 "Pendaftaran dan Peralihan Hakatm Tanah", (Jakarta: Kharisma Putra Utama: 2010), hlm.295-296 



Menurut Urip Santoso, peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan 

cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan &lam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang 

dilakukan dalarn bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di 

hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi h u b  

adat &ah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Dengan terang 

dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut hams dibuat di hadapan pejabat 

yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan 

hukum tersebut. Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya 

perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum yang 

dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum tersebut 

tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi 

mengenai hak atas tanah (hak milik) yang dialihkan tersebut, atau cacat mengenai 

kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebd4. 

Dengan demikian berarti, agar peralihan hak atas tanah, dan khususnya 

hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang 

PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran 

mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, clan mengenai kecakapan dan 

kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima 



pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungan dengan obyek hak atas tanah 

yang dipindahkan PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen2': 

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak rnilik atas satuan nunah 

susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam ha1 serifikat tidak 

diserahkan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daf€ar 

yang ada di Kantor Pertanahan; atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdafhr 

- surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum 

dikonversi atau swat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 

dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul 

sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan 

- surat keterangau yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah 

yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari 

pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desal 

Kelurahan; clan dalam ha1 surat tersebut tidak dapat diserahkan maka 

PPAT wajib menolak membuat akta pernindahan hak atas tanah tersebut 

termasuk hak milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 ayat (1) 

menetapkan b a h w  Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, memasukan dalarn perusahaan dan 



perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 

lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

ber la lc~.~~ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa peralihan hak yang 

sering terjadi dalam praktek, yaitu: 

1. Peralihan Hak melalui Jual Beli 

Pengertian jual beli tanah menurut Hukurn Adat merupakan perbuatan 

pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa 

penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama 

Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja 

belumlah terjadi jual beli, ha1 itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 271/K,Sip/1956 dan Nomor 840/K/Sip/1871. Menurut Adrian Sutedi, 

Jual beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka 

Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang 

bersanglcutan masih berada dalam penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi 

pada umumnya pada saat di lakukan jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, 

karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadiran 

Kepala Desa mewakili warga masyarakatdesa tersebut. Sekarang sifat terang 

berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku2' 

Sejak berlakunya Peratwan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang 

26 Parlindungan. AP, "Pendafaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997), (Bandung: Mandar Maju: 
1999), hlm 133 

*' Adrian Sutedi, "Peralihan Hakatas Tanah dun Pendafiarannya, (Jakarta:Sinar Grafika: 2010), hlm 76-77 



bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, 

dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi) Akta jual beli yang ditandatangani para pihak 

membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya 

dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan 

menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang 

bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut telah membuktikan bahwa 

benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama- 

lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbllatan h u h  yang dilakukan 

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut 

membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang 

haknya yang baru. Akan tetapi ha1 itu baru diketahui oleh para pihak dan ahli 

warisnya, karenanya juga baru mengikat dan para ahli warisnya karena 

administmi PPAT sifatnya tertutup bagi ~rnurn.~~ 

Setelah semua persyaratan materiil (subyek dan obyek) terpenuhi maka 

PPAT akan membuat akta jual belinya. Akta Jual beli menurut Pasal 37 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hams dibuat dihadapan PPAT. 

Jual beli yang dibuat tidak dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA 

berlandaskan Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan Hukurn Adat sistem 

yang dipakai adalah sistem kongkret/kontan/nyata/riil. Meskipun demikian, 

untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak 

atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai Peraturan 

pelaksanan dari W P A  telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang 

28 Ibid, hlm 77 



bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta 

yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.~' 

Menurut Boedi Harsono, akta PPAT b e h g s i  sebagai alat pembuktian 

mengenai benar sudah dilakukan jual beli. Jual beli tersebut masih masih 

dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistem 

p e n d a h  tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pendaftaran jual beli itu hanya 

dapat dilakukan dengan akta PPAT sebagai. buktinya. Orang yang melakukan 

jual beli tanpa dibuktikan dengan. akta PPAT tidak akan dapat memperoleh 

sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum!O 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 123/K/Sip/1971, pendaftaran 

tanah hanyalah perbuatan administratif belaka, artinya pendaftaran bukan 

merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas 

tanah dalam jual beli. Menurut ketentuan UUPA, 'pndaftaran merupakan 

pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan terutama 

dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Administrasi 

pendaftaran bersifat terbuka sehingga setiap saat orang dianggap 

mengetahuinya.3' Pendaftaran disini bukan merupakan syarat mutlak 

terjadinya pemindahan hak karena pemindahan hak telah terjadi setelah 

dilakukan jual belinya di hadapan PPAT. Jual beli tanah telah sah dan selesai 

dengan pembuatan akta PPAT dan akta PPAT tersebut merupakan bukti 

bahwa telah terjadi jual bell, yakm bahwa pernbeli telah menjadi pemilik nya 

BBCbtim Effendi, "Kumpulan Tulisan tentang Huhm Tonah " (Bandung Alumni: 1993), hlm 23 
MBudi Hamno- Op.Cit, hlm 52 
" Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm 79 



dan pendaftaran peralihan hak di Kantor Agraria bukanlah merupakan syarat 

bagi sahnya transaksi jual beli tanah, karena pendaftaran disini hanya 

berfungsi untuk memperkuat pembuktiannya terhadap pihak ketiga atau 

Memperkuat pembukt~an maksudnya adalah memperkuat pembuktian 

mengenai terjadinya jual beli dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat 

hak tanah yang bersangkutan, sedangkan memperluas pembuktian 

dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas karena dengan dilakukannya 

pendaftaran jual belinya maka diketahui oleh pihak ketiga yang 

berkepentingan. 

Hak Milik tanah baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan 

penyerahan yuridis Cjurisdische levering), yang wajib diselenggarakan dengan 

pembuatan akta di hadapan dan oleh Kepala Kantor pendaftaran tanah selaku 

overschrijvingsambtenaar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH 

Per. Menurut Pasal 1 overschrijvingsambtenaar, pendafbran merupakan satu- 

satunya pembuktian, clan p e n d a h  merupaka.n syarat sahnya peralihan 

hak.33 

Jadi regitration of deeds, adalah pendaftaran perbuatan hukum yang 

dilakukan yaitu penyerahan yuridis, misalnya menciptakan hak baru atas 

tanah, memberikan hipotek kepada kreditur, memindahkan hak atas tanah 

" Bachtiar Efendi, Op.Cit, blm 84 
33 Budi Harsom, 0p.Cif 1997, hlm 12 



kepada pihak lain. Terhadap perbuatan h u h  tersebut dibuat aktanya oleh 

o~erschrijvin~sambtenaar.~~ 

Sistem regitration of deeds juga dianut oleh sistem Common law (Anglo 

Saxon) yaitu peralihan hak pada saat penyerahan perbuatan h u b  dari 

penjual kepada pcmbeli pada saat closing. Yang didaftar adalah perbuatyan 

hukumnya dalam mengalihkan suatu hak Pendaftaran tanah menurut sistem 

h i  rnerupakan suatu uosur dalam peraliban bak dari penjual kepada pembeli." 

Di Indonesia, sistem registration of deeds pernah berlaku sebelum 

berlakunya UUPA, yakni pernah diatur dalam overschrijvingsordonnantie 

1834. Dengan registration of deeds dirnaksudkan bahwa yang didaftarkan 

adalah akta yang memuat perbuatan hukum yang melahirkan hak atas tanah. 

Namun setelah berlakunya UUPA, dsistem pendaftaran tanah registration of 

deeds tidak diberlakukan lagi. Hal ini disebabkan akta pemidahan h a .  atas 

tanah tidak dibuat oleh notaris melainkan oleh overschrijvingsambtenaar. 

Setiap kali diadakan pemindahan hak, wajib dibuat akta sebagai buktinya. 

Dalam akta tersebut tennuat semua data yuridis yang diperlukan sehubungan 

dengan hak atas tanah tersebut. Artinya, untuk memperoleh data yuridis yang 

lengkap harus dilakukan title search terhadap seluruh akta yang pernah di buat 

sehubungan dengan akta tersebut. Cacat hukum pada suatu akta dapat 

menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. 

Sistem pendaftaran tanah ini menyulitkan dan memerlukan waktu yang 

lama, manakala seseorang mencari keautentikan akta yang sah untuk 

Loc.Cit., Budi Hafsono, hlm 52 
35 Maria Sumardjono, Op. Cit. Hlm 56 

.) 



memperoleh hak milik atas tanah. Untuk keperluan tersebut, Robert Richard 

Torrens menciptakan suatu sistem p e n d a b  tanah yang dlsebut Registratiof 

of Title (Torrens System). Dalam sistem registration of title ini, setiap 

penciptaan hak baru, peralihan hak tennasuk pembebanannya hams dapat 

dibuktikan dengan suatu akta. Akan tetapi, akta tersebut tidaklah didaftar, 

melainkan haknya yang dilahirkan dari akta tersebut yang d i d a h .  Dengan 

demikian, akta hanyalah dipergunakan sebagai sumber data untuk 

memperoleh kejelasan mengenai terjadinya suatu hak atau peralihan hak. 

Setiap orang yang memerlukan data yuridis yang lengkap atas suatu hak atas 

tidak perlu lagi mempelajari seluruh akta tanah yang berhubungan dengan hak 

atas tanah tersebut, melainkan cukup jika dipelajari urutan pemberian hak atau 

perubahan pemegang hak yang dicatat dalam register yang disediakan untuk 

itu. Register tersebut dalam sistem yang dianut UUPA dilaksanakan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah disebut Buku   an ah.^^ 

Demikian juga pendapat Maria Sumardjono, UUPA menganut sistem 

registration of title (pendafhm hak). Dalam ha1 jual beli hak milik atas tanah 

didasarkan pada hukum adat, dimana jual beli bersifat tunai, maka saat 

beralihnya hak kepada pembeli adalah pada saat jual beli dilakukan di 

hadapan PPAT. Namun demikian untuk mengikat pihak ketiga termasuk 

pemerintah, setelah dilakukan jual beli di hadapan PPAT, hams dilakukan 

pendaftam terlebih dahulu. Sebagaimana telah diuraikan di atas, akta dibuat 

j6 Kafiini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Hak Tanggungun, Edisi Pertarna, Cetakan I (Jakarta, Prenada 
Media: 2005), hlm 168- 170 

\ 



sebagai tanda bukti. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa 

h u h  dengan tujuan men&ndarkan sengketa. Oleh karena itu, PPAT hams 

melakuSran perbuatan hukum jual beli sedemikian rupa, sehingga apa yang 

ingin dibuktikan itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Oleh 

karena itu, harus dihindari, jangan sampai akta memuat rumusan - rumusan 

yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh 

karena akta PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian mutlak, mengenai ha1 - ha1 atau peristiwa yang disebut dalam 

akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Di samping itu, akta jual beli 

itu hams dibuat dengan menggunakan forrnulir yang ditent~kan.~' 

Dalam h u b  pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh 

PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara oleh Kepala BPN, 

dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT di 

daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Yang dimaksud daerah yang belum 

cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT nya belum memenuhi 

jumlah formasi yang ditetapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional seperti 

tersebut dalam Pasal 14 Peratmu Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Di 

daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk 

pengangkatan PPAT bam, Camat baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT 

~ementara.~' 

37 Maria Sumardjono, Op. Cit Hlm 56 
38 Penjelasan Pasal5 ayat (3) h d  a Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 1998 

\ 



2. Peralihan Hak melalui Hibah 

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak 

ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada 

kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu berlangsung 

pada saat si pemberi masih hidup.)' 

Akta hibah hams dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta 

para pibak yang terkait di dalamnya. Selain itu, dalam pembuatan akta hibah, 

perlu diperhatikan obyek ayang akan dihibahkan, dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 joncto Peralum P e m e ~ t a h  Nomor 24 Tahun 1997 

ditentukan bahwa untuk obyek hibah tanah hams dibuat akta hibah oleh 

PPAT.~ 

3. Peralihan hak melalui Warisan 

Perolehan hak milik atas tanah dapat terjadi karena pewarisan dari pemilik 

kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 W A .  Pewarisan terjadi karena 

ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang 

mewasiatkan. Peralihan hak karena pewarisan telah diatur dalam Pasal 42 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: 

a. Peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah 

terdah, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau 

sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertiaat yang bersangkutan, 

surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya 

dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak karena 

39 Adrian Sutedi, 0p.Cihlm 99 
40 Adrian Sutedi, 0p.Cit.hlm 101 



pewarisan terjadi karena hukum pada saat yang bersangkutan meninggal 

dunia, sejak saat itulah para ahli waris menjadi pemegang hak barn. 

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban 

tata usaha pendaftarm tanah. Surat tanda bukti sebagai ahli waris berupa 

Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau 

Surat Keterangan Ahli ~ a r i s . ~ '  

b. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belwn d i d a h ,  wajib 

diserahkan dokumendokumen surat keterangan Kepala Desaikelurahan 

yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat 

keteraflgan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belurn 

bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau surat keterangan Kepala 

Desa/Lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan 

dari pemegang hak yang bersangkutan. Dokumen yang membuktikan 

adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena 

pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran 

tanah mtuk pertama kali atas m a  pewaris? 

c. Jika penerima waris terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak 

tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti 

sebagai ahli waris s e w  tersebut diatas. 

d. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak 

tersebut didailarkan disertai dengan akta pembagian hak bersama atas 

Penjelasan Pasal42 ayat (1) Penthutin Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
42 Penjelasan Pawl42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997 



warisan yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada 

seorang penerima warisan tertentu, pendaftarm hak milik atas tanah 

dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu 

surat tanda' bukti sebagai ahli waris clan akta pernbagian waris tersebut. 

Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh 

PPAT pendaftarannya dapat langsung dilakukan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten ~etempat.~~ 

e. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris hams 

dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didafbrkan 

belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada 

para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka 

berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian 

waris t e r~ebut .~~  

Sesudah hak tersebut di daftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak 

tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51, dimana pembagian hak 

bersarna atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama 

didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut 

peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara pemegang bak 

bersarna mengenai pembagian hak bersama tersebut. Kesepakatan antara 

pemegang hak bersarna tersebut dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi 

dasar pendaftman haknya. Dalam pembagian tersebut, tidak ham semua 

43 Penjelasan Pasal42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Adrian S d ,  0p.Cit.hlm 103 



pemegang hak bersama memperoleh bagian. Sengketa tanah yang berkepanjangan 

seringkali terjadi dalarn pewa~isan.~~ 

Berdasarkan uraian diatas, akta PPAT merupakan salah satu sumber data 

bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah dan merupakan dasar yang kuat untuk 

pendaftaran pemindabn dan pembebanan hak yang bersangkutan. PPAT 

bertanggungjawab juga untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan 

hukum yang bersangkutan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam 

sertipikat dengan daftardafk yang ada di Kantor Pertanahan (Penjelasan Pasal 

39). Serta Pasal 40 menyebutkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT sebagai salah seorang 

pejabat pelaksana pendaftaran tanah, wajib menyarnpadm akta yang dibuatnya 

berikut dokumendokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan agar 

dapat segera dilaksanakan proses p e n ~ y a 4 6  

Dalarn proses peralihan Hak atas tanah juga ditentukan adanya pajak yaitu: 

a. Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah danlatau Bangunan 

Dasar Hukum 47: 

Peratwan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 juncto 

45 Adrian Sutedi, 0 p . C i t . b  104 
46 Parlindungan. AP, Op.Cit, hlm 137 

47 http//www.pajakonline.~~mlengin~~g/php.view?, diakses tanggal 8 Mei 2012 



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah danlatau Bangunan dikenakan PPh 

Final Pasal4 ayat(2). 

Ketentuan tarihya adalah: 

1. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah danlatau 

bawiF= 

Tarif = 5% x Jumlah Bruto Nilai Pengalihan 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dadatau 

Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 

60.000.000; (enampuluh juta rupiah) namun penghasilan lainnya dalam 1 

(satu) tahun melebihi PTKP. 

Tarif = 5% x Jumlah Bruto Nilai Pengalihan 

3. Pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknva melakukan mn~alihan 

hak atas tanah danlatau bangunan 

Tarif = 1% x Jumlah Bruto Nilai Pengalihan 

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan 

atas Pengalihan Hak atas Tanah danlatau Bangunan adalah: 



1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di b a d  Penghasilan Tidak 

Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah danlatau bangunan 

dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

2) orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah danfatau bangunan kepada pemerintah; 

3) orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah ddatau bangunan dengan 

cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 

clan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

4) badan yang melakukan pengalihan tanah danlatau bangunan dengan cara 

hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikau, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau 

5) pengalihan hak atas tanah dadatau bangunan karena warisanP8 

b. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal 

dengan BPlTIB telah resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (local tax). 

48 h # p I l ~ ~ ~ . p a j a k o ~ . ~ ~ m / e n g i n d ~ p h p . v i e w ? ,  diakses tanggal 8 Mei 2012 



Pengalihan wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan arnanat 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani 

pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan 

pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses tmsaksi properti yang 

dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah KabupatedKota 

setempat. Pelaksanaan pemungutan. BPHTB sebelumnya dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat namun dernikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan 

kembali ke Pemerintah Daerah melslui pola bagi hasil. Dengan pengalihan in. 

diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup 

potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keselluvhan penerimaan 

pajak-pajak daerah selama ini ada." Besarnya tarif pajak BPHTB adalah 5 % 

(persen) dengan batas NPTKP (Nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak) 

ditetapkan untuk masing-masing daerah dengan berdasarkan Keputusan 

BupatiKepala Daerah Tingkat IT. Khusus untuk Kabupaten Sragen ditetapkan 

sebesar Rp. 60.000.000; (enampuluh juta rupiah). 

49 M ~ d i , u M u l a i  I Jmari  201 1 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah, 
httpllwww.kompas.comlekm~mi/bisnis/komp~~iana, diakses tanggal 08 Mei 2012 



B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pendahran tanah berasal dari kata Cadastre yaitu suatu istilah teknis 

untuk record (rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai dan kemilikan atau lain- 

lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin 

capistrum yang bararti register ata capita atau unit yang diperbuat untuk pajak 

tanah Rornawi (Captatio ~errena)." 

Pengertian lain dari pendaftam tanah (Cadaster) adalah berasal dari 

Rudolf Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan 

Menteri Agraria mencoba memuskan pengertian pendaf€aran tanah. Menurut 

beliau pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah atau pembukuan bidang-bidang 

tanah dalam daftardafhr, berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama 

dari bidang-bidang itu5' 

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian yang 

dimmuskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar Hukurn 

Pertanahan di Indonesia yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. 

Bunyi Pasal 19 ayat (I) adalah : 

"Untuk menjamin kepastian hukurn oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah". 

Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi : 
- - 

A.P Parlindungan, "Pendaftamn dm Konversi Hak-HakAtas Tanah Menurut UUPA", (Bandung : Alumni: 1985), 
hlm.2. 

Ali Achmad Ghomzah, "Hukum Agrarla (Pertanahan Indonesia) "Jjilid 2, (Jakarta, Prestasi Pustaka. 2004), hlm 1. 



a). Pengukutan, perpetaan dan pembukuan atas tanah. 

b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c). Pemberian surat-surat tan& bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

Dengan demikian, maka pendaftaran tanah akan menghasilkan peta-peta 

pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, batas dan luas tanah), 

keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk kepastian siapa yang berhak atas 

tanah yang bersangkutan, status dari haknya, serta beban-beban apa yang berada 

di atas tanah yang yang berhak atas tanah yang bersangkutan, status dari haknya, 

serta beban-beban apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan) dan yang 

terakhir menghasilkan sertipikat (sebagai alat pembuktian yang kuat). 

Peraturan Pemerintah yang disebutlcan dalam Pasal 19 ayat (1) di atas 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 1 tentang Pendaftam Tanah 

yang d e w  Pasal65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah dinyatakan 

tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 8 Juli 1997 diberlakukan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai p e r a m  p e l h a a n  dari Undang- 

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai P e n d a h  Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian pendaftaran 

tanah yaitu &lam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : 

' T e n d a b  Tanah adalah rangksuan kegiatan yang dilakukan oleh Pernerintah 
secara tens menerus, berkesinambungan, dm teratur meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- 
satuan rumah susun, termasuk pemberian swat tan& bukti hanya bagi bidang- 
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya"." 

" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Warta Perunahg-undangan No. 24 Tahwr 1997 tentang Penaiijman 



Pengertian penda- tanah di atas sejalan dengan definisi p e n e m  

tanah yang diberikan oleh Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara term-menerus dan 

teratur berupa keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 

pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rwat, dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk 

penerbitan tanda bdcti dan pe~neliharaann~a~~. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:" 

a) Dilakukan secara terus-menerus 

Terus-menerus dimaksudkan apabila sekali tanah itu didaftar maka 

setiap tejadi perubahan atas tanah maupun subjeknya hams diikuti dengan 

pendaftaran tanah. Boedi Harsono berpendapat bahwa kata ccterus-menerusyy 

menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada 

akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia selalu harus disesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang kemudian hlngga tetap sesuai dengan 

keadaan yang terakhir. 

- - -- -- 

Tanah, (Jakarta : LKBHN Antam, 2003), hlm A-2. 

" Harsono, B o d ,  ''Hukurn Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agran-a, Isi d m  
Pela6anaannya", (Jakarta, Djambatan:2005), hlm 7 2  

" 1bi4 hlm 73 


















































































































































